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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat kesimpulan bahwa: 

1. Kehandalan (Relialibility) 

Para pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan 

tugas dan tanggung jawab sehingga mereka melayani masyarakat dengan 

baik dan penuh bertanggung jawab, sehingga membuat masyarakat merasa 

puas. Mereka melakukan pelayanan sesuai kempuan mereka tanpa 

membedakan masyarakat dalam pelayanan. 

Kehandalan menjadi salah satu tugas dan tanggungjawab para 

pegawai dalam pelayanan pembuatan kartu keluarga kepada masyarakat. 

Dalam pelayanan para pegawai melayani dengan baik dan penuh 

pertanggungjawab. Dalam pelayanan mereka tidak membeda-bedakan 

antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lain ini perluh di aprisiasi. 

Dalam pelayanan harus berjalan mulus dan muni walaupun kadang ada 

kendala.  

2. Daya Tanggap (Responsiveness) 

Para pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sangat 

antusias dan punya kemauan yang besar dalam membantu masyarakat 

dalam pelayanan pembuatan kartu keluarga. Sehingga masyarakat sangat 

puas dengan pelayanan mereka. 
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Daya Tanggap menjadi salah satu kebijakan besar dalam membantu 

dan memberikan jasa kepada orang lain.  Sehingga para pegawai semangat 

dan punya kemauan membantu masyarakat dalam pembuatan kartu 

keluarga. Dalam pelayanan tidak boleh berbelit-belit supaya masyarat 

merasa puas dengan pelayanan dari pegawai Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil. 

3. Jaminan (Assurances) 

Para pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam 

pelayanan mereka sikapnya baik, sopan, jujur, terbuka, bertanggungjawab 

dan rama. Dalam pelayanan yang dijalankan mereka melayani sampai 

tuntas sampe batas waktu selesai. 

 Jaminan menjadi kebijakan pada perilaku, sikap dan perbuatan. 

Jaminan lebih mendominan kepada sikap dan perilaku pewagai ducapil 

secara baik, terbuka, bertanggung jawab dan rama. Sikap pegawai menjadi 

salah satu utama dalam pelayanan pembuatan kartu keluarga.  

4. Empati (Emphaty) 

Para pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam 

pelayanan sangat bagus karena tidak membedakan masyarakat yang satu 

dengan masyarakat yang lain. Mereka juga selalu memberikan arahan 

kepada masyarakat tetap bersabar dan menunggu untuk membawa 

memang kartu keluarga. 

Empati menjadi salah satu terhadap perasaan dan kebutuhan orang lain 

atau masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat tidak bisa menjauh dari 
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yang namanya empati. Emapati itu mengaitkan tentang pelayanan kepada 

masyarakat tidak membeda-bedakan masyarakat satu dengan lain. Dalam 

pelayanannya harus terbuka terhadap yang satu dengan tanpa memandang 

golongan, suka, ras dan agama. Karena kita semua itu satu yang bangasa 

Indonesia dan pelayananya harus merata. 

Dalam pelayanan dari pegawai, masyarakat harus bersabar dan juga 

antrian supaya semua dapat bagian dalam pelayanan pembuatan kartu 

keluarga. Dalam pelayanan itu akan diarahkan dari petugas sesuai 

mekanisme dan aturan yang ada. 

5. Bukti Fisik (Tangibles) 

Sarana dan prasarana dikantor Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil sudah sudah memadai tidak seperti dulu supaya para 

pegawai mengalami kewalahan karena sarana dan prasarana yang belum 

mendukung sehingga pelayanan mereka memakan waktu yang lama. 

Bukti Fisik menjelskan pada sarana dan prasarana yang dibutuhkan 

dalam pelayanan. Dulu kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

masih mengalami kewalahan dan kekurangan pada sarana dan parasarana. 

Sarana dan prasarana menjadi fasilitas   yang digunakan oleh sebuah 

Instansi atau lembaga dalam pelayanan kepada masyarakat.  
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5.2. Saran 

Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disarankan agar kedepan 

lebih memperhatikan masalah pelayanan masyarakat di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil supaya berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan harapan 

dari masyarakat Timor Tengah Utara dan juga diharapkan untuk seluruh staff yang 

ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar bersikap welcome dengan 

seluruh masyaakat Kabupaten Timor Tengh Utara yang mengurus data 

kependudukan.  

Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara perlu 

mempersiapkan syarat-syarat yang sesuai dengan yang ditentukan dalam 

pembuatan KK sehingga tidak di pulangkan oleh Pegawai dalam mengurus 

dokumen kependudukan.  
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